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ANALISIS PERAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP 

KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PPH PASAL 

23 DAN PPH PASAL 4 AYAT (2) PADA TAHUN 2024  

(STUDI KASUS PADA PT XYZ) 

 

Oleh  

Nabila Atika Savitri 

D4 – Akuntansi Keuangan 

 

ABSTRAK 

E-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan atas 

Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada PT XYZ. 

Penerapan e-Bupot Unifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dimaksudkan untuk 

menyederhanakan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Wajib 

Pajak melalui sistem yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan 

Pasal 4 ayat (2), menjelaskan penerapan e-Bupot Unifikasi dalam proses tersebut, 

serta menganalisis kepatuhan PT XYZ dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di 

tahun 2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

wawancara terstruktur kepada pihak internal perusahaan, observasi, serta 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-Bupot Unifikasi 

di PT XYZ telah membantu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan 

mendorong ketepatan waktu pelaporan, meskipun dalam pelaksanaannya masih 

terdapat kendala seperti keterlambatan data pendukung dan gangguan sistem. 

Secara umum, e-Bupot Unifikasi berperan positif dalam mendukung kepatuhan 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) di 

perusahaan tersebut. 

Kata Kunci: e-Bupot Unifikasi, Kepatuhan Pajak, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 

ayat (2). 
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ANALYSIS OF THE ROLE OF UNIFIED E-BUPOT ON 

COMPLIANCE WITH TAX OBLIGATIONS FOR ARTICLE 23 

INCOME TAX AND ARTICLE 4 PARAGRAPH (2) IN 2024 

(CASE STUDY ON PT XYZ) 

By 

Nabila Atika Savitri 

D4 – Financial Accounting 

 

ABSTRACT 

 

Unification e-Bupot on compliance with tax obligations on Income Tax Article 23 

and Income Tax Article 4 paragraph (2) at PT XYZ. The implementation of 

Unification e-Bupot by the Directorate General of Taxes is intended to simplify the 

process of withholding, depositing, and reporting taxes by Taxpayers through an 

integrated system. This study aims to describe the process of withholding, 

depositing, and reporting of Income Tax Article 23 and Article 4 paragraph (2), 

explain the application of Unification e-Bupot in the process, and analyze PT XYZ's 

compliance in implementing tax obligations in 2024. The study uses a qualitative 

descriptive method with a case study approach, with data collection techniques 

conducted through structured interviews with internal company parties, 

observation, and documentation. The results of the study indicate that the use of 

Unification e-Bupot at PT XYZ has helped improve the efficiency of tax 

administration and encourage timely reporting, although in its implementation 

there are still obstacles such as delays in supporting data and system disruptions. 

In general, Unification e-Bupot plays a positive role in supporting compliance with 

withholding, depositing, and reporting of Income Tax Article 23 and Article 4 

paragraph (2) at the company. 

Keywords: e-Bupot Unification, Tax Compliance, Income Tax Article 23, Income 

Tax Article 4 paragraph (2). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Perppu Cipta 

Kerja, Pajak ialah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun entitas 

hukum kepada negara secara paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kontribusi ini tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar, 

namun dimanfaatkan oleh negara demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat 

secara luas. Pajak yang dikumpulkan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Peran pajak dalam penerimaan negara sangan signifikan, sebab turut 

menyumbang pemasukan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai 

pembangunan di berbagai bidang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Menyesuaikan dengan peraturan yang diterapkan, Kementrian Keuangan 

melaporkan bahwa hingga akhir juli 2024, penerimaan pajak telah mencapai 

Rp1.045,32 triliun. Capaian ini mencakup beberapa komponen, termasuk 

penerimaan dari PPh Nonmigas yang mencapai Rp147,26 triliun hingga akhir 

Februari 2024. Selain itu, Penerimaan dari PPN dan PPnBM tercatat sebesar 

Rp715,84 miliar hingga 31 Desember 2024, sedangkan realisasi penerimaan untuk 

PBB dan Pajak Lainnya mencapai Rp92,32 miliar pada periode yang sama. Namun, 

informasi terkait PPh Migas hingga Juli 2024 masih belum tersedia dalam laporan 

resmi. Secara keseluruhan, pendapatan negara dan hibah yang terealisasi hingga 

akhir November 2024 berjumlah Rp2.492,70 triliun, atau sekitar 88,95% dari target 

yang ditetapkan dalam APBN 2024 (www.kemenkeu.go.id, Januari 2025). Nilai 

tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,29% jika dibandingkan dengan periode 

yang sama di tahun sebelumnya. PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) termasuk 

dalam kelompok Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas. Pengenaan PPh Pasal 23 

berlaku terhadap penghasilan yang diperoleh dari modal, penanaman investasi 

berbentuk penyertaan, pemberian jasa, serta sewa-menyewa yang tidak termasuk 

tanah dan bangunan. Selain itu, objek pajak dalam ketentuan ini juga mencakup 

bunga, dividen, royalty, serta hadiah dan penghargaan yang tidak termasuk dalam 

http://www.kemenkeu.go.id/
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pemotongan PPh Pasal 21 (Suartama, 2023). Adapun PPh Pasal 4 ayat (2) 

diterapkan terhadap sejumlah jenis pendapatan tertentu, termasuk pendapatan dari 

jasa kontruksi, alih kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, perolehan hadiah 

melalui undian, bunga, serta transaksi penjualan saham (OnlinePajak, 2023). Kedua 

jenis pajak ini menggunakan withholding system, sistem ini menyimpan informasi 

transaksi, meningkatkan pelaporan dan kepatuhan pihak ketiga, yang sangat penting 

dalam lingkungan pajak pelaporan mandiri (Marino et., 2022). Tantangan utama 

dari sistem ini terletak pada kepatuhan pemotongan pajak dalam menerapkan tarif 

pemotongan yang sesuai, melakukan penyetoran dan pelaporan tepat waktum serta 

memberikan bukti pemotongan kepada pihak yang dikenakan pajak. 

Di Indonesia sistem perpajakan berbasis elektronik telah diterapkan melalui 

berbagai layanan seperti e-SPT, e-Billing, e-Registration dan, e-Filling. Di 

penghujung tahun 2018, Direktorat Jendral Pajak (DJP) sudah mengembangkan 

aplikasi e-Bukti Potong atau yang lebih dikenal sebagai e-Bupot. Perangkat lunak 

ini berperan dalam penerbitan elektronik atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan. 

Versi pertama e-Bupot yang diliris pada akhir tahun 2018 dan hanya dapat 

digunakan untuk pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku pada saat itu. Menurut penelitian yang di (Sitorus, 2020) 

menyatakan bahwa e-Bupot belum sepenuhnya berkontribusi dalam meningkatkan 

kepatuhan waajib pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan mempertimbangkan 

hal ini untuk mengembangkan aplikasi yang lebih mudah diakses oleh wajib pajak. 

Setelah lebih dari satu tahun sejak kewajiban penggunaan e-Bupot PPh 23/26 

diterapkan, DJP memperkenalkan e-Bupot Unifikasi. Penggunaan sistem ini diatur 

dalam regulasi Direktorat Jenderal Pajak melalui PER-24/PJ/2021, yang 

menetapkan format, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPT Masa PPh 

Unifikasi, serta bentuk bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi yang berlaku 

lebih dari satu tahun setelah implementasi e-Bupot Unifikasi untuk PPh Pasal 23 

atau 26. 

Wajib pajak lebih mudah menyampaikan SP PPh dan membuat bukti 

pemotongan melaui platform digital bernama e-Bupot Unifikasi. Direktorat Jendral 

Pajak (DJP) mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan SPT Masa PPh 22, PPh 23, 

PPh 4 ayat (2), PPh 15, dan PPh 26, serta membuat bukti pemotongan melalui e-
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Bupot unifikasi dan dalam format dokumen elektornik. Peraturan Direktur Jendral 

Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 mengatur unifikasi e-Bupot. Mulai masa pajak April 

2022, etiap Wajib Pajak yang memiliki kewajiban sebagai pemotong atau pemungut 

Pajak Penghasilan (PPh) diwajibkan untuk menggunakan sistem e-Bupot 

Unifikasi.Melalui sistem ini, proses pembuatan dan pelaporan berbagai jenis PPh 

dapat dilakukan dalam satu platform terpadu. Sebelumnya, pembuatan Bukti 

Potong dan pelaporan Surat Pemberitahuan pelaporan (SPT) PPh dilakukan secara 

terpisah satu sama lain. 

Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan 

aturan perundang-undangan yang saat ini diterapkan disebut dengan kepatuhan 

pajak. Dalam kesimpulan ini, definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 31 UU 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan digunakan. 

Kepatuhan pajak dapat dinilai melalui beberapa indikator, seperti pendaftaran 

NPWP secara sukarela, pencatatan keuangan perusahaan yang akurat dan konsisten, 

pengajuan, perhitungan, dan pelaporan pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan 

peraturan, pembayaran pajak secara sukarela dan cepat, dan kesadaran akan 

penegakan hukum dan sanksi pajak. Negara dapat mengumpulkan lebih banyak 

pendapatan jika masyarakat patuh terhadap kewajiban pajak. Pendapat ini dapat 

digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

(Susyanti & Anwar, 2020). 

Sebagai Badan Usaha yang bergerak pada bidang manufaktur dan mempunyai 

transaksi bisnis yang melibatkan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan 

(PPh), PT XYZ berkewajiban untuk tunduk pada ketentuan perpajakan yang 

diterapkan di Indonesia. Salah satu kewajiban tersebut adalah penggunaa e-Bupot 

Unifikasi, sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. 

E-Bupot Unifikasi ini memfasilitasi pembuatan dan pelaporan bukti potong untuk 

berbagai jenis PPh, termasuk PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). PPh 23 

dikenakan atas penghasilan seperti royalty, bunga, dividen, sewa, dan jasa tertentu 

yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. Misalnya, ketika PT XYZ 

membayar jasa konsultan atau menyewa alat berat perusahaan wajib memotong 

PPh Pasal 23 berdasarkan jumlah bruto yang dibayarkan, kemudian membuat bukti 

potong dan melaporkannya melalui e-Bupot. Sementara itu, PPh Pasal 4 ayat (2) 
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merupakan pajak final yang dikenakan atas jenis pajak penghasilan tertentu, seperti 

sewa atas tanah atau bangunan. Jika PT XYZ menyewa gudang atau properti dari 

pihak lain, perusahaan wajib memotong PPh final ini dengan melaporkannya 

melaui platform e-Bupot unifikasi juga. 

PT XYZ sebagai entitas yang secara aktif melakukan transaksi terkait objek 

PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2), memiliki kewajiban untuk melaksanakan 

proses pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak secara benar dan tepat 

waktu. Penggunaan e-Bupot Unifikasi menjadi sarana penting dalam mendukung 

peningkatan kepatuhan pajak perusahaan, baik dari segi ketepatan administratif 

maupun waktu pelaporan. Selain memenuhi kewajiban perpajakan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah, penulis juga memiliki ketertarikan untuk menelaah 

sejauh mana penggunaan e-Bupot Unifikasi telah berjalan secara optimal. Setelah 

lebih dari dua tahun sejak diterapkannya secara wajib pada April 2022, penulis 

ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari sistem ini, khususnya dalam 

mendukung proses administrasi pajak perusahaan.  

Sebelum adanya aplikasi e-Bupot Unifikasi ini PT XYZ pada tahun 2021 

menggunaka eSPT dan eFilling pada kegiatan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan 

e-Bupot 23/26 dalam kegiatan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. Peralihan 

platform pemotongan dan pelaporan dari eSPT, eFilling, dan e-Bupot ke e-Bupot 

Unifikasi. Lalu diberlakukannya peraturan terbaru mengenai kewajiban 

penggunaan e-Bupot Unifikasi, PT XYZ memanfaatkan aplikasi tersebut yang 

tersedia melalui laman resmi DJP Online untuk membuat bukti pemotongan atas 

PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). PT XYZ, sebagai Wajib Pajak yang patuh 

terhadap ketentuan perpajakan, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan 

seluruh rangkaian kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu, termasuk 

proses pemotongan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku.Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peran e-Bupot Unifikasi 

terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) 

Pada Tahun 2024 (Studi Kasus PT. XYZ)”, yang bertujuan agar mengetahui sejauh 

mana penerapan e-Bupot Unifikasi berpengaruh terhdap tingkat kepatuhan 

perpajakan yang dijalankan oleh perusahaan. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Guna meningkatkan efisiennsi dan kepatuha dalam administrasi perpajakan, 

Direktorat Jendral Pajak mewajibkan penggunaan e-Bupot Unifikasi bagi seluruh 

Wajib Pajak yang melakukan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan, 

termasuk PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). PT XYZ sebagai Wajib Pajak yang 

aktif dalam transaksi yang dikenai pajak tersebut juga telah menggunakan sistem 

ini sesuai aturan. Penggunaan aplikasi ini diharapkan mampu menudukung 

ketepatan waktu dan akurasi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan. 

Namun, dalam praktiknya, penerapan e-Bupot Unifikasi tidak selalu berjalan 

dengan mulus. Salah satu masalah yang cukup sering dihadapi PT XYZ adalah 

keterlambatan dari pihak bersangkutan dalam mengirimkan data yang dibutuhkan, 

seperti invoice atau dokumen lain yang menjadi dasar pemotongan. Akibat dari 

keterlambatan tersebut, proses pembuatan bukti potong jadi terhambat, dan 

imbasnya pelaporan pajak pun ikut terlambat. Ini berpengaruh terhadap kepatuhan 

perusahaan dalam hal perpajakan, terutama dalam ketepatan waktu pelaporan. 

Selain itu, PT XYZ juga menghadapi hambatan dari sisi teknis, yaitu gangguan 

sistem atau down server pada aplikasi e-Bupot Unifikasi. Kondisi ini sering terjadi 

pada saat jam sibuk pelaporan atau mendekati batas akhir penyampaian SPT. 

Gangguan tersebut menyebabkan tertundanya proses input data, pembuatan bukti 

potong, hingga pengiriman pelaporan ke sistem DJP. Akumulasi dari masalah-

masalah tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan perpajakan PT XYZ 

secara menyeluruh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dermawan dan 

Purboyo (2023), Sistem e-Bupot Unifikasi dinilai belum sepenuhnya memberikan 

kepuasan maksimal dalam proses pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi, karena masih 

ditemukan kendala teknis yang menhambat proses pengiriman atau posting SPT 

tersebut. 

Penerapan e-Bupot Unifikasi telah mengubah mekanisme dalam proses 

penyetoran, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap 

bagaimana implementasi e-Bupot Unifikasi diterapkan dalam kegiatan perpajakan 

tersebut. Penelitian ini juga akan membahas tingkat kepatuhan pajak PT XYZ 
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setelah menggunakan e-Bupot Unifikasi sebagai sarana pelaporan. Terdapat 

beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pajak, 

antara lain kesukarelaan dalam mendaftarkan NPWP, pencatatan keuangan usaha 

yang rapi dan konsisten, pelaporan serta perhitungan pajak yang dilakukan secara 

tepat waktu dan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembayaran pajak 

secara sukarela dan tepat waktu, serta kesadaran terhadap penegakan sanksi hukum 

pajak. Ketika masyarakat memiliki kepatuhan pajak yang tinggi, negara akan 

mampu meningkatkan penerimaan yang berguna untuk mendukung pembangunan 

dan kesejahteraan masyarakat (Susyanti & Anwar, 2020).Selain meninjau 

efektivitas penerapan sistem ini, penulis juga akan mengidentifikasi dan 

menjelaskan berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi PT XYZ selama 

menggunakan e-Bupot Unifikasi dalam menjalankan kewajiban perpajannya. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang ada, 

dengan demikian, rumusan pertanyaan yang menjadi fokus utama dalam penelitian 

ini dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas PPh Pasal 23 

dan PPh Pasal 4 ayat (2)? 

2. Bagaimana penerapan e-Bupot Unifikasi dilakukan oleh PT XYZ dalam 

proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas PPh Pasal 23 dan PPh 

Pasal 4 ayat 2? 

3. Bagaimana kepatuhan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang meliputi 

penyetoran, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan oleh PT XYZ 

pada tahun 2024? 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas PPh 

Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2)  

2. Mendeskripsikan bagaimana penerapan e-Bupot Unifikasi dilakukan oleh PT 

XYZ dalam proses penyetoran, pemotongan, dan pelaporan atas PPh Pasal 23 

dan PPh Pasal 4 ayat 2.  

3. Menganalisis bagaimana kepatuhan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan 

yang meliputi penyetoran, pemotongan, dan pelaporan  PPh Pasal 23 dan PPh 

Pasal 4 ayat (2) oleh PT XYZ pada tahun 2024 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

Bagi perusahaan PT XYZ, Penelitian ini dapat memberikan wawasan 

tambahan dan masukan dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap 

kewajiban perpajakannya dan penggunaan e-Bupot Unifikasi pada proses 

penyetoran, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 

(2). 

2. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini bisa jadi salah satu tambahan referensi untuk pengembangan 

ilmu perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan sistem digital seperti 

e-Bupot Unifikasi dan hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak 

b. Hasil dari penelitian ini bisa membantu mahasiswa atau peneliti lain yang 

sedang mengerjakan topik serupa, serta memberikan kontribusi dalam 

pengembangan teori mengenai hubungan digitalisasi perpajakan dan 

tingkat kepatuhan perpajakan. 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan topik, rumusan masalah, 

pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan skripsi secara keseluruhan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian dan 

dikaji melalui berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, maupun 

artikel. Teori-teori tersebut menjadi dasar untuk mendukung proses analisis 

dalam penelitian. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tahapan pelaksanaan penelitian, meliputi jenis dan 

objek penelitian, metode pengambilan sampel, jenis serta sumber data, Teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis penulis 

dan menyajikan pembahasan untuk menafsirkan data serta menjawab tujuan 

penelitian yang telah dirumuskan. 

       BAB V: PENUTUP 

Bab terakhir berisi simpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, serta memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi 

masukan atau pertimbangan bagi perusahaan dan pihak terkait lainnya. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pemotongan, penyetoran, 

dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) melalui sistem e-Bupot 

Unifikasi, serta dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kepatuhan 

pajak, dan hambatan dalam sistem e-Bupot Unifikasi PT XYZ mendapatkan 

kesimpulan: 

1. Peran aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh PT XYZ sejak masa pajak April 2022 

telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola perpajakan, khususnya dalam 

hal pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). 

Sistem ini memberikan kemudahan dalam pembuatan bukti potong, pengelolaan 

data secara elektronik, serta memastikan seluruh proses pelaporan dilaksanakan 

secara tepat waktu dan sesuai regulasi. Secara umum, proses pemotongan telah 

dilakukan sesuai tarif yang berlaku berdasarkan ketentuan dalam UU HPP dan PP 

34 Tahun 2017, termasuk penggunaan tarif PPh Pasal 23. Penerapan e-Bupot 

Unifikasi telah menyederhanakan alur kerja pajak, mengurangi risiko kesalahan, 

serta mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam pelaporan pajak 

kepada DJP. Hal ini memperkuat posisi PT XYZ sebagai Wajib Pajak yang 

kooperatif dan berorientasi pada kepatuhan formal maupun material terhadap 

ketentuan perpajakan. 

2. PT XYZ menunjukan tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi berdasarkan 

indikator yang dikemukakan oleh Aryobimo (2017), yaitu mulai dari perhitungan 

pajak terutang, ketepatan dalam melakukan pemotongan, ketepatan waktu 

penyetoran dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban sukarela. Penelitian ini juga 

menemukan satu kasus keterlambatan dalam penyetoran PPh Pasal 23 pada masa 

pajak Juli 2024 yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman invoice dari pihak 

ketiga. Hal ini berdampak pada keterlambatan pembuatan bukti potong serta 

penyetoran, yang akhirnya menimbulkan sanksi administratif berupa bunga sesuai 

ketentuan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP. Temuan ini menujukan bahwa walaupun 
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sistem elektronik seperti e-Bupot Unifikasi sudah sangat membantu dari sisi 

administratif, namun ketergantungan terhadap kelengkapan dokumen fisik dari 

rekanan masih menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu 

adanya evaluasi pada sistem internal perusahaan agar mampu mengantisipasi 

pontensi keterlambatan yang bersifat eksternal, seperti dengan menerapkan 

reminder sistem atau perjanjian SLA (Service Level Agreement) dengan mitra kerja 

terkait invoice. 

3. PT XYZ telah mengimplementasikan e-Bupot Unifikasi secara penuh tetapi 

masih terdapat hambatan. Pertama, adanya penolakan dari pihak rekanan, 

khususnya Wajib Pajak orang pribadi, untuk dikenai potongan pajak, yang 

menghambat dokumentasi dan berisiko menggugurkan pengakuan biaya. Kedua, 

keterlambatan internal dalam pengumpulan dokumen transaksi menyebabkan 

keterlambatan penyetoran dan sanksi administrasi berupa bunga. Ketiga, gangguan 

teknis pada sistem e-Bupot, seperti server down menjelang batas pelaporan, 

menyebabkan pelaporan menjadi terhambat. Hambatan-hambatan ini menunjukkan 

perlunya perbaikan koordinasi internal, komunikasi eksternal, dan antisipasi risiko 

teknologi agar kepatuhan perpajakan tetap terjaga. 

  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa mendatang: 

1. PT XYZ disarankan mengembangkan sistem monitoring internal yang 

terintegrasi, seperti reminder otomatis untuk pengumpulan invoice, serta menjalin 

kerja sama dengan rekanan melalui Service Level Agreement (SLA) terkait tenggat 

waktu pengiriman dokumen. Sistem ini akan membantu mencegah keterlambatan 

penyetoran dan pelaporan yang dapat menimbulkan sanksi administratif di masa 

mendatang. 

2. Untuk melakukan antisipasi seperti server down pada aplikasi e-Bupot 

Unifikasi, PT XYZ dapat melakukan proses pelaporan lebih awal sebelum tanggal 

jatuh tempo untuk memberikan ruang waktu apabila terjadi kendala sistem dari 

DJP. 
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3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengacu pada peraturan perpajakan 

terbaru agar data yang digunakan lebih akurat dan relevan. Selain itu, diharapkan 

dapat menambahkan variabel lain, mengingat penelitian ini hanya membahas dua 

jenis pajak, sementara masih ada jenis pajak lain yang juga menggunakan e-Bupot 

Unifikasi dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya. 
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LAMPIRAN 1 

HASIL WAWANCARA 1 

Analisis Peran e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Kewajian 

Perpajakan Atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Pada Tahun 2024 

(Studi Kasus PT XYZ) 

Pewawancara: Nabila Atika Savitri 

Narasumber:  

1. Finance, Rina (nama disamarkan) 

Tempat: aplikasi zoom 

Tanggal: 09 Juni 2025 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana alur proses pembayaran kepada 

vendor yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 dan 4 

ayat (2)? 

Biasanya setelah kita 
terima invoice dari vendor, 
kita cek dulu kelengkapan 
dokumennya. Kalau sudah 
lengkap, kita koordinasi 
dulu sama tim pajak buat 
pastikan apakah transaksi 
tersebut kena PPh 23 atau 
PPh 4 ayat (2). Setelah itu, 
baru kita potong pajaknya 
dan sisanya kita bayarkan 
ke vendor. 

 

2. Siapa yang bertanggung jawab menghitung dan 

memotong pajak sebelum pembayaran 

dilakukan? 

Untuk perhitungan 
pajaknya sih dari tim pajak 
ya, mereka yang lebih 
paham tarif dan jenis 
transaksinya. Tapi dari sisi 
finance, kita pastikan 
sebelum transfer, pajaknya 
udah dipotong dan dicatat 
dengan benar. 
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3. Apakah sistem e-Bupot Unifikasi mempengaruhi 

proses pembayaran di finance? 

Iya, lumayan berpengaruh. 

Karena sekarang kita nggak 

bisa langsung bayar 

sebelum bukti potong 

selesai dibuat lewat e-

Bupot. Jadi, kita harus 

tunggu dulu proses dari 

pajak selesai, baru kita 

transfer ke vendor. 

4. Apa tantangan yang biasanya dihadapi finance 

dalam hal pemotongan pajak sebelum 

pembayaran? 

Kadang data dari 
purchasing atau accounting 
belum lengkap, jadi kita 
harus follow up dulu. Terus 
kalau ada perubahan tarif 
pajak, kita juga harus 
update bareng sama tim 
pajak supaya nggak salah 
potong. 

 

5. Seberapa penting akurasi data vendor dan 

transaksi bagi proses ini? 

 

Penting banget. Kalau 

NPWP vendor salah input 

atau jenis jasanya nggak 

sesuai, bisa salah tarif atau 

bahkan gagal lapor. Jadinya 

nanti bisa kena sanksi 

administrasi juga. 

6. Bagaimana koordinasi antara divisi finance 

dengan divisi pajak saat akan melakukan 

pembayaran? 

Biasanya sebelum 

pembayaran, kita kirim data 

ke pajak buat dicek apakah 

sudah sesuai dengan aturan 

perpajakan. Kalau udah oke, 

baru kita proses. 

7. Apakah pernah terjadi keterlambatan 

pembayaran karena proses pemotongan pajak? 

Pernah, kadang dokumen 
pajaknya belum selesai 
atau e-Bupot belum terbit, 
jadi kita harus tunda dulu 
pembayarannya. 
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8. Bagaimana Anda memastikan tidak terjadi 

kesalahan dalam nominal pembayaran setelah 

pajak dipotong? 

Kita pakai checklist dan 
selalu bandingkan nilai 
invoice dengan nilai setelah 
dipotong pajak, lalu 
diverifikasi ulang oleh 
atasan. 

9. Apakah vendor pernah keberatan karena 

pembayaran diterima setelah dipotong 

pajak? 

 

Pernah, terutama vendor 
yang belum familiar sama 
sistem perpajakan. Tapi kita 
kasih penjelasan lengkap 
soal potongan PPh-nya. 

10. Seberapa rutin Anda melakukan evaluasi 

terhadap proses keuangan terkait kewajiban 

pajak? 

Biasanya tiap akhir bulan 
atau per kuartal, kita 
review proses pembayaran 
dan pastikan semua 
transaksi udah sesuai 
aturan perpajakan. 

11. Apa tantangan utama dalam proses pemotongan 

pajak dari sisi keuangan? 

Tantangan utamanya sih 
koordinasi data dan 
memastikan semua 
transaksi teridentifikasi 
benar objek pajaknya. 

12. Bagaimana prosedur internal jika ditemukan 

kesalahan potong pajak? 

Kalau ada kesalahan, kita 
langsung lapor ke tim pajak 
dan lakukan koreksi 
sebelum dilakukan 
pelaporan. 

13. Apakah Anda mendapat pelatihan terkait 

perpajakan, khususnya PPh 23 dan 4 ayat 

(2)? 

 

Iya, biasanya ada pelatihan 
internal atau update dari 
tim pajak kalau ada 
peraturan baru. 
 

14. Seberapa besar peran sistem dalam mendukung 

keakuratan proses pemotongan pajak? 

 

Cukup besar. Sistem sangat 
membantu untuk validasi 
otomatis, meskipun tetap 
perlu dicek manual juga. 
 

15 Apa harapan Anda terhadap sistem e-Bupot di 

masa depan? 

 

Semoga bisa terintegrasi 
langsung dengan sistem 
internal perusahaan biar 
lebih efisien dan minim 
kesalahan. 
 

 

HASIL WAWANCARA 2 
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Analisis Peran e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Kewajian 

Perpajakan Atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Pada Tahun 2024 

(Studi Kasus PT XYZ) 

Pewawancara: Nabila Atika Savitri 

Narasumber:  

2. Accounting, Putri (nama disamarkan) 

Tempat: aplikasi zoom 

Tanggal: 09 Juni 2025 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana divisi accounting mendukung 

pelaporan PPh Pasal 23 dan 4 ayat (2)? 

Kita yang catat semua 

transaksi yang berkaitan 

sama objek pajak itu, jadi 

penting banget data dari 

kita akurat. Terus kita juga 

kasih laporan bulanan ke 

tim pajak buat dijadikan 

dasar pelaporan. 

2. Apakah ada proses khusus dalam pencatatan 

transaksi yang berhubungan dengan pajak 

tersebut? 

 

Iya, biasanya kita tandai 
khusus di jurnal kalau 
transaksi itu kena potongan 
pajak. Jadi, waktu closing 
bulanan, tinggal kita rekap 
dan cocokkan dengan 
laporan dari pajak. 

 

3. Bagaimana kerja sama antara accounting dan tim 

pajak dalam hal ini? 

Sejauh ini cukup lancar, kita 

rutin koordinasi, apalagi 

waktu menjelang tanggal 

pelaporan. Kita juga saling 

cek data, takutnya ada yang 

kelewat. 
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4. Apakah ada sistem tertentu yang digunakan 

untuk pencatatan dan pelaporan pajak ini? 

 

Kita pakai software 

akuntansi internal, terus 

integrasinya manual ke e-

Bupot sih. Tapi datanya 

semua tetap kita jaga 

konsisten supaya nggak 

beda dengan yang 

dilaporin. 

5. Menurut Anda, seberapa besar peran accounting 

dalam mendukung kepatuhan pajak perusahaan? 

Cukup besar ya. Soalnya 
kalau pencatatan kita 
berantakan, nanti tim pajak 
juga bakal kesulitan nyusun 
laporan. Jadi peran kita di 
awal itu penting buat 
kelancaran semuanya. 

 

6. Bagaimana proses pencatatan akuntansi 

dilakukan terhadap transaksi yang terkena PPh 23 

dan 4 ayat (2)? 

Kita buat jurnal khusus 

untuk transaksi kena pajak, 

termasuk akun pajak yang 

harus dibayarkan ke negara. 

7. Apakah divisi accounting memiliki SOP khusus 

dalam pencatatan transaksi pajak? 

Ada, SOP-nya jelas, 
terutama untuk 
membedakan jenis 
transaksi dan pajak yang 
dikenakan. 

 

8. Bagaimana verifikasi dilakukan terhadap transaksi 

sebelum diserahkan ke tim pajak? 

Kita lakukan pengecekan 
kelengkapan dokumen dan 
nilai transaksi, lalu kita 
tandai sebagai objek pajak 
di sistem. 
 

9. Seberapa penting komunikasi antara accounting 

dan pajak dalam pelaporan bulanan? 

 

Penting banget. Kita saling 
sinkronisasi data sebelum 
tanggal jatuh tempo 
pelaporan pajak. 
 

10. Apakah ada kendala saat sinkronisasi data dengan 

divisi lain terkait perpajakan? 

Kadang iya, terutama kalau 
ada keterlambatan input 
data dari purchasing atau 
kesalahan kode akun. 
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11. Apa yang dilakukan jika ditemukan selisih data 

antara catatan accounting dan laporan pajak? 

Kita langsung lakukan 
rekonsiliasi dan cari tahu 
sumber perbedaannya, 
baru kita koreksi sebelum 
tutup buku. 

12. Bagaimana peran accounting dalam mendukung 

audit pajak? 

 

Kita sediakan semua data 
transaksi dan bukti 
pendukung yang 
dibutuhkan tim pajak saat 
proses audit berlangsung. 

13. Apakah ada sistem validasi internal terhadap 

pencatatan pajak? 

 

Ada. Kita punya proses 
review sebelum tutup 
buku, dan supervisor akan 
cek ulang semua jurnal 
yang terkait pajak. 

14. Bagaimana penanganan atas transaksi yang tidak 

teridentifikasi objek pajaknya pada awal? 

Kalau ketahuan 
belakangan, kita akan 
sesuaikan jurnalnya dan 
koordinasi ke tim pajak 
untuk pelaporan 
tambahan. 

15. Apa saran Anda untuk meningkatkan akurasi 

pelaporan pajak melalui pencatatan akuntansi? 

Perlu integrasi sistem antar 
divisi, dan pelatihan 
berkala biar semua tim 
paham cara identifikasi 
objek pajak. 
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HASIL WAWANCARA 3 

Analisis Peran e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Kewajian 

Perpajakan Atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Pada Tahun 2024 

(Studi Kasus PT XYZ) 

Pewawancara: Nabila Atika Savitri 

Narasumber:  

3. Pajak Farah (nama disamarkan) 

Tempat: aplikasi zoom 

Tanggal: 09 Juni 2025 

NO. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana penggunaan e-Bupot Unifikasi dalam 

proses pelaporan PPh 23 dan 4 ayat (2)? 

 

Sekarang semuanya pakai 
e-Bupot Unifikasi, jadi satu 
sistem buat semua jenis 
potong. Kita input manual 
data transaksinya, lalu 
sistem otomatis hitung 
dan generate bukti 
potong. 

 

2. Apakah e-Bupot Unifikasi mempermudah atau 

menyulitkan proses pelaporan pajak? 

Awalnya sempat bingung 
ya, karena sistemnya baru. 
Tapi setelah terbiasa, 
sebenarnya jauh lebih 
praktis. Semua data ada di 
satu tempat dan bisa kita 
unduh langsung buat 
laporan. 

 

3. Seberapa besar pengaruh e-Bupot terhadap 

ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan 

pajak? 

Cukup besar sih. Karena 
sistemnya langsung 
terhubung ke DJP, kita bisa 
pastikan pelaporan tepat 
waktu. Tapi ya tetap 
tergantung kecepatan 
input data juga. 
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4. Apakah pernah mengalami kendala dalam 

penggunaan e-Bupot? 

 

Pernah, apalagi waktu 
awal-awal implementasi. 
Kadang sistem error atau 
lemot. Tapi sekarang 
sudah jauh lebih stabil, 
dan kita juga udah ngerti 
alurnya. 

 

5. Apa strategi divisi pajak dalam memastikan 

perusahaan tetap patuh terhadap kewajiban 

perpajakan ini? 

 

Kita selalu cek ulang data 
sebelum pelaporan, terus 
buat reminder internal 
soal jatuh tempo pajak. 
Kita juga rutin koordinasi 
sama accounting dan 
finance supaya semua data 
valid dan nggak ada yang 
telat. 

 

6. Apa langkah awal yang dilakukan tim pajak dalam 

proses pemotongan dan pelaporan pajak? 

 

Langkah awalnya kita 
terima data dari 
accounting dan finance, 
lalu verifikasi apakah 
transaksinya memang 
kena pajak atau tidak. 

 

7. Bagaimana Anda memastikan tarif pajak yang 

digunakan sudah sesuai aturan? 

Kita selalu update aturan 

terbaru dari DJP dan 

crosscheck dengan jenis 

jasa atau transaksi yang 

dilakukan. 

8. Apa saja kendala teknis yang sering muncul saat 

menggunakan e-Bupot? 

Kadang sistemnya lemot 

atau gagal input kalau 

traffic lagi tinggi. Tapi 

sekarang udah jarang 

terjadi. 

9. Bagaimana tim pajak menangani perubahan 

peraturan perpajakan? 

 

Kita diskusi internal, 

update ke semua divisi 

terkait, dan ubah SOP kalau 

memang perlu 

penyesuaian. 
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10. Apa tantangan terbesar dalam pelaporan PPh 23 

dan 4 ayat (2)? 

 

Tantangan terbesarnya 

adalah memastikan semua 

transaksi masuk laporan 

dan tidak ada yang 

terlewat. 

11. Bagaimana proses penyetoran pajak dilakukan 

setelah pelaporan? 

Setelah bukti potong 
dibuat, kita generate ID 
billing, lalu setor pajaknya 
lewat internet banking 
atau sistem pembayaran 
resmi. 
 

12. Apakah sistem e-Bupot sudah cukup membantu 

dalam pelaporan pajak? 

Sangat membantu, karena 
semua bisa diakses online 
dan cepat. Tapi memang 
tetap perlu kejelian saat 
input data. 
 

13. Bagaimana Anda mengelola arsip dokumen 

perpajakan? 

Kita simpan digital dan 
hardcopy, sesuai aturan 
retensi dokumen pajak, 
biasanya minimal 5 tahun. 
 

14. Apakah ada pelatihan khusus yang diikuti oleh tim 

pajak terkait e-Bupot? 

Ada, biasanya dari DJP 
atau lembaga pelatihan 
perpajakan eksternal. 
 

15. Apa harapan Anda terhadap sistem pelaporan 

pajak perusahaan ke depan? 

Semoga semua sistem bisa 
terintegrasi, dan ada 
otomatisasi data supaya 
lebih efisien dan akurat. 
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LAMPIRAN 2 

Lampiran bukti pembayaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 
Politeknik Negeri Jakarta 

LAMPIRAN 3 

Laporan BPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 
Politeknik Negeri Jakarta 

LAMPIRAN 4 

Lampiran SPT Masa PPh Pasal 23 
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LAMPIRAN 5 

Lampiran Bukti Potong PPhh Pasal 4 Ayat 2
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LAMPIRAN 6 

Lampiran SPT PPh 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 
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LAMPIRAN 7 

Lampiran Bukti Potong PPh Pasal 23 
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LAMPIRAN 8 

Lampiran Bukti Potong PPh Pasal 23
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